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Puji syukur alhamdulilah dipanjatkan ke hadirat Alloh SWT atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya buku model pembelajaran Contextual
Value Clarification Technique (CVCT) berbasis motivasinal dalam
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dapat diselesaikan dengan baik.

Buku model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique
(CVCT) berbasis motivasinal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn) ini disusun sebagai upaya untuk
meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Buku ini menguraikan
tentang problematika pembelajaran PPKn di sekolah,  pentingnya
pendidikan nilai-nilai Pancasila, konsep model pembelajaran Contextual
Value Clarification Technique (CVCT), konsep Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn), konsep internalisasi nilai-nilai Pancasila,
model contextual values clarification technique (CVCT) untuk pendidikan
internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pengembangan model pembelajaran

Contextual Value Clarification Technique (CVCT).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat

bagi para pembaca.
Surakarta, 2019
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PENDAHULUAN

A. Profil Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di
Sekolah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu
mata pelajaran yang diberikan di sekolah dari jenjang Sekolah Dasar
sampai jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas. Mata pelajaran PPKn
diberikan di sekolah dalam rangka untuk memberikan bekal kepada pserta
didik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pelaksanaan
pembelajaran PPKn di sekolah hendaknya diupayakan agar terwujud
pemahaman peserta didik terhadap pemahaman Pancasila secara utuh.

Ada bererapa komponen yang akan menentukan tingkat keberhasilan
pemahaman Pancasila peserta didik dalam pembelajaran PPKn,
diantaranya guru, peserta didik, materi, dan media pembelajaran.
Komponen guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran,
sehingga guru dituntut untuk menguasai aspek perencanaan, dan
pelaksanaannya.

Jika dilihat realita pembelajaran PPkn saat ini, dapat digambarkan
sebagai berikut :

1. Pada umumnya guru yang mengajar mata pelajaran PPKn di Sekolah
Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi pendidikan S1 PPKn. Bahkan
ada juga yang memiliki jenjang pendidikan S2. Kualifikasi S2 para
guru PPKn SMK bukan berasal dari S2 PPKn tetapi S2 non PPKn,
Misalnya S2 pendidikan sejarah dan S2 managemen pendidikan.

2. Pada umumnya upaya guru dalam rangka meningkatkan kompetensi
paedagogis dan kompetensi profesionalnya kurang, sehingga proses

pembelajarannya kurang berkualitas.



3. Pada umumnya kemampuan guru dalam membuat perencanaan
pembelajaran masih rendah. Hal ini terbukti masih banyak guru yang
mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran,
Sehingga perangkat pembelajaran yang berupa RPP kadang dibuat
kadang tidak. Bahkan kalau ada tidak disiapkan dengan baik dan benar.
Pada umumnya guru berpendapat yang penting RPP ada, sekedar untuk

memenuhi kewajiban, bahwa guru harus menyusun RPP.

4. Masih banyak guru PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya
yang belum memahami secara teori dan implementasi model-model
pembelajaran yang inovatif. Bagi guru yang sudah mengetahui model-
model pembelajaran belum diimplementasikan dalam proses
pembelajaran dengan baik. Guru dalam mengajar masih menggunakan

metode ceramah bervariasi.

5. Pada umumnya guru dalam proses pembelajaran kurang mempersiapkan
materi dengan baik, karena para guru beranggapan, bahwa mengajar
merupakan tugas sehari-hari yang sudah dilaksanakan bertahun tahun,
sehingga materinya sudah hafal. Padahal sebagai seorang guru harus
selalu meningkatkan kemampuanya dalam penguasaan materi yang
disesuaikan dengan perkembangannya. Dalam proses pembelajaran

para guru pada umumnya menggunakan lembar Kerja Siswa (LKS).

6. Para guru dalam mengajar pada umunya tidak menggunakan media

pembelajaran yang menarik dan tidak melakukan evaluasi sesuai



tuntutan  kurikulum 2013. Dalam melakukan evaluasi hanya

menekankan pada aspek pengetahuan.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran guru kurang
memperhatikan aspek motivasi peserta didik. Dimana dalam
pembelajarannya kurang memperhatikan apakah materinya itu sesuai
dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Kurang memperhatikan
apakah materi yang dirancang dan diberikan itu sesuai dengan keadaan
dan kondisi peserta didik atau tidak. Disamping itu guru kurang
memberikan pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan peserta
didik, sehinnga peserta didik kurang memiliki kepercayan diri dan
jarang melakukan evaluasi apakah materi yang telah diberikan itu
memberikan manfaat dan kepuasan kepada peserta didik baik secara

langsung atau tidak langsung.

. Dalam pembelajaran PPKn yang seharusnya internalisasi nilai-nilai
pancasila ditanamkan kepada peserta didik yang menjadi ciri dalam
pembelajarannya yang mengarah untuk membentuk sikap kurang
terimplementasikan dengan baik. Justru penyampaian pengetahuan

yang lebih dominan.

. Pada umumnya peserta didik merasa kurang tertarik dengan proses
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan guru

dalam mengajar hanya ceramah. Indikatornya adalah pada saat guru



mengajar peserta didik banyak yang ramai dan kurang konsentrasi,

bahkan ada yang mengantuk

10. Materi pelajaran PPKn sulit dipahami, materinya beupa pengetahuan
yang menuntut peserta didik banyak menghafal bukan menuntut
penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan kurang
sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, tidak dikaitkan
dengan kondisi dan lingkungan peserrta didik, bahkan materi yang
diterima peserta didik kurang bermanfaat.

11. Peserta didik motivasinya rendah dalam mengikuti pelajaran PPKn,
karena materinya dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan peserta
didik, kurang relevan dengan keadaan peserta didik, guru kurang
memberi penghargaan dan pengakuan kepada peserat didik sehingga
kepercayaan dirinya kurang, pelajarannya dirasakan tidak memberi
manfaat dan kepuasan kepada peserta didik.

12. Peserta didik beranggapan bahwa Pelajaran PPKn bukan pelajaran yang
dapat memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal
untuk bekerja setelah lulus. Peserta didik beranggapan bahwa PPKn
merupakan mata pelajaran pelengkap saja.

13. Tingkat Internalisasi nilai-nilai Pancasila peserta didik masih rendah.

B. Pentingnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
mengandung konsekuensi, bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara
dan semua sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-
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nilai Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan lebih
lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral
yang harus dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang
terkandung di dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila Kemanusiaan
yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan nilai-nilai sila
Ketuhanan, sila Kemanuasian, sila Persatuan, sila Kerakyatan, dan sila
keadilan harus diaktualisasikan secara kongkrit. Ini berarti, bahwa semua
produk penyelenggara negara dan pemerintah, baik yang berada di
ekskutif, legislatif, yudikatif dari pusat sampai daerah dalam membuat
dan menghasilkan peraturan perundangan maupun kebijakkan lainnya
harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu pada tataran
implementasi dalam kehidupan bermasyarakat seluruh warga negara
Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti juga,
bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mengaktualisasikan nilai-
nilai sila Ketuhanan, sila Kemaanusiaan, sila Persatuan, sila kerakyatan,
dan sila Keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu
Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu hal yang penting dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat sekarang dihadapkan pada berbagai persoalan.
Persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya persoalan perilaku

penyelenggara negara maupun masyarakat Indonesia pada umunya, namun
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juga permasalahan dunia. antara lain : stabilitas ekonomi, korupsi,
kemiskinan, pengangguran, bencana alam, dan hak asasi manusia. Sebagai
negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya bangsa ini mampu
menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Hal ini disebabkan
keunggulan Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur yang juga dikagumi

oleh negara-negara di dunia.

Jika dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak berdasarkan pada
nilai-nilai Pancasila maka akan berdampak negatif secara luas terhadap
bangsa dan negara. Stabilitas negara akan terganggu, roda perekonomian
bangsa terhambat, pembangunan nasional tidak akan tercapai. Misalnya, 1).
Konflik agama yang terus menerus terjadi yang banyak merugikan korban
jiiwa dan materi akan menghambat lajunya perekonomian mikro; 2).
Kekerasan yang terjadi setiap saat, munculnya pembunuhan dimana-mana,
terjadinya penindasan dari yang kuat kepada yang lemah, penindasan
penguasa kepada rakyatnya, ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam
persamaan derajad. Hal ini akan membuat suasana dalam kehidupan
masyarakat tidak nyaman; 3). Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
Gerakan Papua Merdeka (GPM) dan gerakan seperatis yang lain akan
mencederai persatuan dan kesatuan bangsa; 4). Menurunnya sikap
menghargai pendapat orang lain, mementingkan egonya sendiri,
implementasi demokrasi yang berlebihan, bertindak dengan mengatas

namakan rakyat dan berlindung di bawah nama besar rakyat ini justru
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menciderai nilai demokrasi; 5). Munculnya perlakuan tidak adil dari para
penguasa, tidak adanya keadilan dibidang hukum, gaya hidup mewah akan
membuat ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penting dilakukanya upaya internalisasi
nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan
internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan pendidikan nilai Pancasila
melalui pemahaman, penghayatan secara mendalam yang berlangsung

melalui pembinaan dan bimbingan.

BAB 11
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KONSEP DASAR PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN

A. Pengertian Model Pembelajaran

Ada beberapa pengertian model. Istilah model memiliki makna
ganda yakni, teladan, tiruan, bentuk, pola dan rancangan
(Bell, 1995 :77). Menurut Briggs (1986 :23) model dapat diartikan
sebagai seperangkat prosedur secara berurutan untuk mewujudkan
suatu proses pembelajaran, atau suatu cara untuk membawa siswa
memperoleh  informasi, gagasan,skill, nilai, cara  berpikir
mengekpresikan diri mereka sendiri sehingga dalam jangka panjang
dapat meningkatkan kapabelitas mereka untuk belajar lebih mudah
dan efektif. Rauner & Maclean (2008 : 49) berpendapat bahwa model
adalah pengganti dari suatu sistem yang sebenarnya diarahkan untuk
keperluan penyelidikan suatu eksperimen.

Banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian model
pembelajaran. Sagala (2009 : 148) mengemukakan bahwa model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajarpeserta
didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai
pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam
merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Ahli lain
menyatakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola
yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di

kelas (Supriyono, 2009 : 46). Sementara Jacobsen, Eggen dan
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Kauchak  (2009) menyatakan bahwa model pembelajaran
dimaksudkan sebagai strategi perspektif pembelajaran yang dirancang
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Arends (1997) ada
empat ciri model pembelajaran, yakni : (1) rasional teoritis yang
bersifat logis yang bersumber dari rancangan, (2) dasar pemikiran
tentang tugas pembelajaran yang hendak dicapai dan bagaimana siswa
belajar untuk mencapai tujuan tersebut, (3) aktivitas guru yang
diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan, (4)
lingkungan belajar diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
B. Model Pembelajaran Menurut para Ahli
1. Joyce, Well dan Calhoun (2011:13) mengemukakan bahwa ada

empat rumpun model, yakni :

a. The Information Processing Models (model pemrosesan
informasi. Rumpun model ini berpijak dari prinsip-prinsip
pengolahaan informasi oleh manusia untuk memperkuat
dorongan dari dalam untuk memahami sesuatu dengan cara
melakukan penggalian dan pengorganisasian. Pada rumpun ini
terdapat tujuh model pembelajaran, yakni : 1) Concept
Attainment (pencapaian konsep); 2) Inquiry Training (latihan
penelitian); 3) Inductive Thinking (berpikir induktif); 4) Advance
Organizer (Pemandu Awal); 5) Memorization (memorisasi); 6)
Develoving Intelect (Pengembangan Intelek); 7) Scientic

Inquiry (penelitian ilmiah).
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b. Personal Models (model personal). Rumpun model personal
bertolak dari pandangan keakuan dari individu. Dimana proses
pendidikan sengaja dilakukan supaya seseorang dapat memahami
diri sendiri secara baik. Disamping itu seseorang harus dapat
memiliki tanggung jawab serta dapat mewujutkan kualitas hidup
secara baik. Dengan kata lain rumpun model personal ini
menekankan pada kemandirian dalam mewujudkan tujuannya.
Terdapat empat model pembelajaran dalaam rumpun model
personal, yakni : 1) Non Directive Teaching (pengajaran tanpa
arahan); 2) Symetics Models (model sinetik); 3) Awareness
Training (latihan kesadaran); 4) Classroom Meeting (pertemuan

kelas).

c. Social Models (model interaksi sosial). Rumpun model interkasi
sosial ini menekankan pada pengembangan kerjasama antar siswa.
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu permasalahaan dapat
dipecahkan melalui kesepakatan dan musayawarah. Kesepakatan
dan musyawarah merupakan proses-proses sosial. Proses sosial
yang demokratis perlu terus diwujudkan. Ada lima model
pembelajaran daalam rumpun interaksi soaisl, yakni : 1) Group
Investigation (investigasi kelompok); 2) Role Playing ( bermain
peran); 3) Jurisprodential Inquiry (penelitian yurisprodensi); 4)
Laboratory Training (latihan labolatorium); 5) Social Sience

Inquiry (penelitian ilmu sosial).

16



d. Behavioral Systems (sistem perilaku). Rumpun model ini
menekankan pada penciptaan sistem lingkungan belajar yang
memungkinkan manipuasi penguatan tingkahlaku secara efektif
sehingga terbentuk pola tingkahlaku yang dikehendaki. Rumpun
model sistem perilaku terdapat lima model pembelajaran, yakni : 1)
Mastery Learning (belajar tuntas); 2) Direct Instruction
(pembelajaran langsung); 3) Learning Self Control (belajar kontrol
diri); 4) Training for Skill and Concept Development (latihan
keterampilan dan pengembangan konsep); 5) Assertif Training
(pelatihan assertif).

Keempat rumpun model tersebut di atas kesemuanya memilki
empat komponen, yakni : (1) Syntac (sintak) yaitu langkah-langkah
opersional pembelajaran atau ururan kegiatan yang sering disebut
fase; (2) Social system (sistem sosial) yaitu suasana dan norma
yang berlaku dalam pembelajaran. Hal ini mengarah pada peranan
guru dan siswa serta aturan yang dibutuhkan; (3) Principles of
reaction (prinsip-prinsip reaksi) yaitu memberi gambaran kepada
guru tentang bagaimana memandang, memperlakukan atau
merespon pertanyaan peserta didik; (4) Suport System (sistem
pendukung) yaitu segala sarana, alat bahan atau lingkungan belajar
yang mendukung model pembelajaran yang digunakan; (5)

Instructional and Nurturent effecs (dampak instruksional dan
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dampak pengiring) yaitu hasil yang akan dicapai peserta didik
setelah mengikuti pembelajaran.

2. Kemp (2001) mengemukakan model desain sietem pembelajaran
yang berbentuk lingkaran atau cycle. Menurut Kemp model yang
berbentuk lingkaran menunjukkan adanya proses yang kontinyu
dalam menerapkan desain sietem pembelajaran. Adapun komponen
model desain sistem pembelajaran menurut Kemp meliputi :

a. Mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran.

b. Menentukan dan menganalisis karakteristik siswa.

c. Mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-komponen

tugas belajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran.

d. Menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa.
e. Membuat sistematika penyampaian materi pelajaran secara

sistematika dan logis.

f. Merancang strategi pembelajaran.

g. Menetapkan metode untuk menyampaikan materi pelajaran.

h. Mengembangkan instrumen evaluasi.

i. Memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas

pembelajaran.
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Dari kesembilan komponen ini memungkinkan penggunanya
untuk memulai kegiatan desain dari komponen yang mana
saja.

3. Ada model lain yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan (2003),
yang mengemukakan bahwa ada beberapa langkah dan prosedur
model desain sitem pembelajaran, yakni :

a. Analisis lingkungan belajar. Analisis lingkuangan belajar ini
meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses
pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran
akan diimplementasikan. Tahap ini digunakan untuk
mengetahui  dan  mengidentifikasi ~ masalah-masalah
pembelajaran.

b. Analisis karakteristik siswa. Karakteristik siswa yang perlu
dianalisis adalah kondisi sosial ekonomi, gaya belajar dan
penguasaan isi materi pelajaran.

c. Analisis tugas pembelajaran. Tahap ini merupakan langkah
yang dilakukan untuk membuat deskripsi tugas-tugas dan
prosedur yang perlu dilakukan oleh individu untuk mencapai
tingkat kompetensi dalam melakukan jenis pekerjaan.

d. Menulis butir tes. Menulis butir-butir tes dilakukan untuk
menilai apakah program pembelajaran yang dirancang dapat
membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan.
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e. Menentukan strategi pembelajaran Strategi pembelajaran
dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang
didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses
pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran dalam
konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu
dilakukan oleh instruktur agar dapat membantu siswa dalam
mencapai hasil belajar yang optimal.

f. Memproduksi program pembelajaran. Memproduksi program
pembelajaran mempunyai makna adanya proses atau aktivitas
dalam menerjemahkan desain sistem pembelajaran yang telah
dibuat kedalam bahan ajar atau program pembelajaran.
Program pembelajaran merupakan output dari desain sistem
pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi
atau tujuan, metode, media, strategi dan materi pembelajaran,
serta evaluasi hasil belajar.

h. Melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini untuk
menemukan kekuranga-kekurangan dari draf bahan ajar yang
telah dibuat untuk segera direvisi agar menjadi program
pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Evaluasi
formatif pada umumnya dilakukan terhadap prototipe
program pembelajaran yang sedang dikembangkan.

1. Merevisi program pembelajaran. Revisi program pembelajaran

dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan yang masih
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4.

nampak pada rancangan atau draf program pembelajaran.
Melalui revisi terhadap darf program pembelajaran maka
program tersebut diharapkan dapat menjadi program
pembelajaran yang berkualitas.
Model desain sistem pembelajaran yang lain yang
memperlihatkan tahapan-tahapan yang sederhana adalah model
ADDIE (A4nalysis, Desain, Development, Implementation, dan
Evaluation). Adapun Komponen-komponen model ADDIE
adalah :
a. Analisis.
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk
menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan
kompetensi siswa.
Langkah analisis terdiri analisis kinerja (performance
analysis) dan analisis kebutuhan (need analysis). Analisis
kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah masalah kinerja
yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan
program pembelajaran. Sedangkan analisis kebutuhan
merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan
kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu
dipelajari oleh siswauntuk meningkatkan kinerja atau prestasi

belajar. Hal 1ini dapat dilakukan apabila program
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pembelajaran  diaanggap sebagi solusi dari masalah

pembelajaran yang sedang dihadapi.

b. Desain.

Pada tahap ini merupakan langkah menentukan kompetensi
khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.Pada
tahap ini desain yang dibuat harus dapat menjawab
pertanyaan, diantaranya : a). Kompetensi khusus apa yang
harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan
pembelajaran; b). Indikator-indikator apa yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam
mengikuti pembelajaran; c) peralatan dan kondisi bagaimana
yang diperlukan oleh siswa agar dapat melakukan unjuk
kompetensi baik pengetahua, sikap dan keterampilan setelah
mengikuti pemebelajaran; d). Bahan ajar dan kegiatan seperti
apa yang dapat digunakan dalam mendukung program

pembelajaran.

c. Pengembangan.

Tahap ini merupakan tahap memproduksi program dan bahan
ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran.

d. Implementasi.
Tahap ini dilaksanakan program pembelajaran dengan

menerapkan desain program pembelajaran yang telah
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dirancang. Dengan kata lain Implementasi merupakan
langkah penyampaian materi pembelajaran dari model desain
sistem pembelajaran. Langkah ini mempunyai makna adanya
penyampaian materi pembelajaran dari guru kepada siswa.
e. Evaluasi.

Langkah ini merupakan proses untuk mengevaluasi terhadap
program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Evaluasi
dapat dilakukan selama atau sepanjang pelaksanaan kelima
langkah dalam model ADDIE.

5. Disisi lain Dick and Carey (2009) dalam pandangannya tentang
desain model pengembangan pembelajaran menyatakan ada 10
komponen dalam desain model pembelajaran. Adapun sepuluh
komponen yang dimaksud,adalah sebagai berikut :

a. Assess needs to Identify goals (analisis kebutuhan dalam
rangka menentukan tujuan).

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam
menerapkan model desain sistem pembelajaran ini adalah
menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki
siswa setelah menempuh program pembelajaran. Rumusan
tujuan pembelajaran dapat dikembangkan baik dari rumusan
tujuan pembelajaran yang sudah ada pada silabus maupun
dari hasil analisis kinerja atau performance analysis.

Rumusan tujuan pembelajaran dapat juga dihasilkan melalui
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proses analisis kebutuhan atau need analysis dan
pengalaman-pengalaman tentang kesulitan-kesulitan belajar

yang dihadapi oleh siswa.

b. Conduct Instructional Analysis (Melakukan analisis

pembelajaran/instruksional).

Analisis  instruksional —merupakan prosedur yang
digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan
relevan yang diperlukan oleh siswa untuk mencapai
kompetensi atau tujuan pembelajaran. Dalam melakukan
analisis instruksional beberapa langkah diperlukan untuk
mengidentifikasi kompetensi berupa  pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki oleh siswa setelah
mengikuti proses pembelajaran.

c. Analysis Leaners and contex (menganalisis warga belajar dan
lingkungannya/konteks).

Pada langkah ini perlu dilakukan analisis terhadap
karakteristik yang akan belajar dan konteks pemebelajaran.
Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan
aktual yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar, dan sikap
terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang
karakteristik siswa yang akan belajar dapat membantu
perancang program pembelajaran dalam memilih dan

menentukna strategi pembelajaran yang akan digunakan.
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Sedangkan analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait
dengan keterampilan yang dipelajari siswa dan situasi yang
terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa untuk
menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari.
Write Performance objectives (merumuskan tujuan khusus).
Berdasarkan hasil analisis instruksional, seorang
perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan
kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik (instructional
objectives) yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang bersifat umum (instrctional goal).
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat
khusus, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian,
yaitu : a). Menentukan pengetahuan dan keterampilan yang
perlu dimiliki siswa setelah menempuh proses pembelajaran;
b). Kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan
unjuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari; c).
Kriteria yang dapat digunakan wuntuk menentukan
keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran.
Develop  Assessments  Instruments (Mengembangkan
instrumen penilaian).
Berdasarkan tujuan khusus yang dirumuskan,
langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau

instrumen peneliaian yang mampu mengukur pencapaian
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hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi
hasil belajar. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian
dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan,
adalah instrumen harus dapat mengukur performa siswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

f. Develop Instructional Srtategy (Mengembangkan strategi
pembelajaran).

Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, bentuk-
bentuk  strategi yang  dapat  digunakan  dalam
mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas
pra-pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan
aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Strategi
pembelajaran yang dipilih untuk digunakan perlu didasarkan
pada beberapa faktor, diantaranya : 1). Materi yang perlu
dipelajari oleh siswa; 2) karakteristik siswa yang akan terlibat
dalam kegiatan pembelajaran; 3) Karakteristik media
pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaiakan
materi pembelajaran.

g. Develop and Select Instructional Materials ( mengembangkan
materi pembelajaran).

Pada tahap ini perancang program pembelajaran dapat
menerapkan strategi pembelajaran yang telah dirancang

dalam tahab sebelumnya kedalam bahan ajar yang akan
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digunakan. Istilah bahan ajar identik dengan media
pembelajaran, yaitu sesuatu sesuatu yang dapat membawa
informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa.
Misalnya buku teks, buku panduan, modul.

. Design and Conduct Formative Evaluation of Instruction
(Merancang evaluasi formatif).

Setelah draf atau rancangan program pembelajaran
selesai dikembangkan, langkah selanjutnya adalah merancang
dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif
dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan
kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Hasil dari
proses evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan
untuk memperbaiki draf program. Evaluasi formatif yang
dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau
program pembelajaran, meliputi : a). Evaluasi perorangan.
Evaluasi perorangan ini dapat dilakukan melalui kontak
langsung dengan satu atau tiga orang calaon pengguna
prigram untuk memperoleh masukan tentang kerecernaan dan
daya tarik program; b). Evaluasi kelompok kecil. Pada
evaluasi  kelompok  kecil ini  dilakukan  dengan
mengujicobakan program terhadap sekelompok kecil calon
pengguna yang terdiri dari 10-15 orang siswa. Evaluasi ini

untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk
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memperbaiki kualtas program; c¢). Evaluasi lapangan.
Evaluasi lapangan adalah wuji coba program terhadap
sekelompok besar calon pengguna program sebelum program
tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang
sesungguhnya.

1. Revisi Instruction (Melakukan revisi pembelajaran).

Langkah akhir dari proses desain dan pengembangan
adalah melakukan revisi terhadap draf program pembelajaran.
Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dirangkum dan
ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang
dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi formatif tidak
hanya dilakukan pada draf program pembelajaran saja, tetapi
juga terhadap aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang
digunakan dalam program, seperti analisis instruksional,
karakteristiksiswa. Evaluasi formatif perlu dilakukan pada
semua spek program pembelajaran dengan tujuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kualitas program.

J. Design and Conduct Summative Evaluation ( merancang
evaluasi sumatif).
Evaluasi sumatif dianggap sebagai puncak dalam

aktivitas model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh
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Dick dan Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program
selesaidievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan
standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif
tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan

penilai indipenden.

BAB III
MODEL PEMBELAJARAN CVCT BERBASIS MOTIVASIONAL
DALAM PEMBELAJARAN PPKn
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Model CVCT berbasis motivasional merupakan model pembelajaran
yang menggabungkan model contextual dan VCT (Value Clarification
Technique), dimana dalam pelaksanaan pembelajarannya didasarkan pada
motivasi peserta didik yang mengacu pada ARCS (Atention, Relevance,
Confidence, dan Satisfaction).

A. Model Pembelajaran CVCT (Contextual dan Value Clarification
Technique)
1. Model Pembelajaran Kontekstual

Kata contextual berasal dari kata contex yang berarti hubungan,
konteks, suasana, atau keadaan. Contextual diartikan yang berhubungan
dengan suasana (konteks). Contextual teaching and learning (CTL)
diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan
suasana tertentu (.Hosnan, 2014 : 267).

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning)
menurut Nurhadi (2003) adalah konsep belajar yang mendorong guru
untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia
nyata siswa. Disamping juga mendorong siswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam
kehidupan mereka sendiri-sendiri. Pengetahuan dan keterampilan siswa
diperoleh dari usaha siswa mengkonsturksikan sendiri pengetahuan dan
keterampilan baru ketika ia belajar. Sedangkan menurut Johnson (2006)
CTL adalah sebuah prosos pendidikan yang bertujuan menolong para
siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari
dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks

dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan
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pribadi, sosial dan budaya meraka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem
tersebut meliputi tujuh komponen berikut : membuat keterkaitan-
keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti,
melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama,
membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, berpikir kritis dan
kreatif untuk mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian
autentik.

Para pendidik yang menyetujui pandangan ilmu pengetahuan
bahwa alam semesta itu hidup, tidak diam, dan bahwa alam semesta
ditopang oleh tiga prinsip saling bergantung, diferensiasi, dan
organisasi diri, harus menerapkan pandangan dan cara berpikir baru
mengenai pembelajaran dan pengajaran. Menurut Johnson ( 2006 ) tiga

pilar dalam sistem CTL, yaitu :

a. CTL mencerminkan prinsip saling-ketergantungan. Saling
ketergantungan mewujudkan diri, misalnya ketika para siswa
bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika para guru
mengadakan pertemuan dengan rekannya. Hal ini tampak jelas
ketika subyek yang berbeda dihubungkan, dan ketika kemitraan

menggabungkan sekolah dengan dunia bisnis.

b. CTL mencerminkan perinsip diferensiasi. Diferensiasi menjadi nyata
ketika CTL menantang para siswa untuk saling menghormati
keunikan masing-masing, untuk menghormati perbedaan-

perbedaan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerjasama, untuk
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menghasilkan gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan untuk
menyadari bahwa keragaman adalah tanda kemantapan dan

kekuatan.

CTL  mencerminkan  prinsip  pengorganisasian  diri.
Pengorganisasian diri terlihat ketika para siswa mencari dan
menemukan kemampuan dan minat mereka sendiri yang berbeda,
mendapatkan manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh
penilaian autentik, mengulas usaha-usaha mereka dalam tuntunan
tujuan yang jelas dan standar yang tinggi, dan berperan serta
dalam kegiatan- kegiatan yang berpusat pada siswa yang
membuat hati mereka bernyanyi.

Landasan filosofi CTL adalah kontrukstivimisme, yaitu filosofi
belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar
menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dibenak
mereka sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan
menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi
mencerminkan  keterampilan  yang  dapat  diterapkan.
Konstruktivisme berakar pada filsafat pragamatisme yang digagas
oleh John Dewey pada awal abad ke 20, yaitu sebuah filosofi
belajar yang menekankan pada pengembangan minat dan
pengalaman siswa. Anak akan belajar lebih baik jika lingkungan
diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak

mengalami apa yang dipelajari bukan hanya mengetahuinya.
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Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi
saja, terbukti hanya berhasil dalam kompetensi “mengingat”
jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan
persolaan dalam kehidupan jangka panjang.

Model kontekstual merupakan proses pembelajaran yang diharapkan
dapat berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk
bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke
siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam
konteks itu siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya,
mereka dalam status apa dan bagaimana mencapainya. Mereka akan
menyadari bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya. Dengan
demikan mereka belajar yang berguna bagi hidupnya. Mereka
memposisikan dirinya yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti.
Mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya
menggapainya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai
pengarah dan pembimbing. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan
sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah
strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi
sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan
dibenak mereka sendiri. Melaluai model CTL, siswa diharapkan belajar
mengalami bukan menghafal.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Aqib (2013) Mengemukakan bahwa

ada 5 teori yang mendasari model pembelajaran kontekstual, yaitu :
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).

Knowledge Based Constructivism. Teori ini menekankan pentingnya
siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif

dalam proses belajar mengajar.

2). Effort Based Learning. Teori ini menyatakan bahwa bekerja keras untuk

3).

4).

5).

mencapai tujuan belajar akan memotivasi seseorang untuk terlibat
dalam kegiatan yang berkaitan dengan komitmen untuk belajar.
Socialization. Dalam hal ini menekankan bahwa belajar merupakan
proses sosial yang menentukan tujuan belajar. Oleh karena itu faktor
sosial dan budaya perlu diperhatikan dalam perencanaan pengajaran.
Situated Learning. Dalam hal ini Pengetahuan dan pembelajaran harus
dikondisikan dalam fisik tertentu dan konteks sosial (masyarakat,
rumah dsb) dalam mencapai tujuan.

Distributed Learning. Dalam hal ini manusia merupakan bagian
terintegrasi dari proses pembelajaran. Oleh karena itu harus berbagi
pengetahuan dan tugas.

Pembelajaran berbasis CTL menurut Sanjaya,(2004) melibatkan
tuyjuh komponen utama pembelajaran, yaitu : konstruktivimisme
(contruktivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry),
masyarkat belajar (learning community), pemodelan (modeling),
refleksi (reflection) dan penilaian sebenarnya (authentic assessment).

1). Konstruktivimisme (construktivism) adalah proses membangun dan
menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa

berdasarkan pengalaman. Menurut Konstruktivimisme,
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2).

3).

pengetahuan memang berasal dari luar tetapi dikonstruksi oleh
dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengetahuan terbentuk oleh
dua faktor penting yaitu : obyek yang menjadi bahan pengamatan
dan kemampuan subyek untuk mengintrepretasi obyek tersebut.
Asumsi ini melandasi CTL. Pembelajaran melaluai CTL pada
dasarnya  mendorong agar siswa bisa  mengkonstruksi
pengetahuannya melaluai proses pengamatan dan pengalaman
nyata yang dibangun oleh individu si pembelajar.

Inkuiri (inquiry), artinya proses pembelajaran didasarkan pada
pencarian dan penemuan melalui proses berfikir secara sistematis.
Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa
langkah yaitu : a) merumuskan masalah, b) mengajukan hipotesis, c)
mengumpulkan data, d) menguji hipotesis, €¢) membuat kesimpulan.
Penerapan asas inkuiri pada CTL dimulai dengan adanya masalah
yang jelas yang ingin dipecahkan, dengan cara mendorong siswa
untuk menemukan masalah sampai merumuskan kesimpulan. Asas
menemukan dan berfikir sistematis akan dapat menumbuhkan sikap
ilmiah, rasional, sebagai dasar pembentukan kreatifitas.

Bertanya (questioning) adalah bagian inti belajar dan menemukan
pengatahuan. Dengan adanya keingintahuanlah pengetahuan selalu
dapat berkembang. Dalam pembelajaran model CTL guru tidak
menyampaikan informasi begitu saja tetapi memancing siswa

dengan bertanya agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri.
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Dengan demikan pengembangan ketrampilan guru dalam bertanya
sangat diperlukan. Hal ini penting karena pertanyaan guru
menjadikan pembelajaran lebih produktif, yaitu berguna untuk : a).
Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan
pelajaran; b) Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar; (c).
Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu; d).
Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan; e).

Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu.

4). Masyarakat Belajar (Learning Comunnity), bahwa pengetahuan dan

5).

pengalaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang
lain. Permasalahan tidak mungkin dipecahkan sendirian, tetapi
membutuhkan bantuan orang lain untuk saling membutuhkan.
Dalam model CTL hasil belajar dapat diperoleh dari hasil shering
dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain dan bukan
hanya guru. Dengan demikan asas masyarakat belajar dapat
diterapkan melalui belajar kelompok, dan sumber-sumber lain dari
luar yang dianggap tabu tentang sesuatu yang menjadi fokus
pembelajaran.

Pemodelan (modelling) adalah proses pembelajaran dengan
memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Sebagai
contoh, membaca berita, membaca lafal bahasa, mengoperasikan
instrumen memerlukan contoh agar siswa dapat mengerjakan

dengan benar. Dengan demikian modelling merupakan asas penting
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dalam pembelajaran melalui CTL, karena melalui CTL siswa dapat
terhindar dari verbalisme atau pengetahuan yang bersifat teoritis-
abstrak. Perlu juga dipahami bahwa modelling tidak terbatas dari
guru saja tetapi dapat juga memfaatkan siswa atau sumber lain
yang mempunyai pengalaman atau keahlian.

6). Refleksi (reflection) adalah proses pengendapan pengalaman yang
telah dipelajarinya dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi
kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran telah dilaluinya
untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai baik yang bernilai
positif atau tidak bernilai (negatif). Melalui refleksi siswa akan
dapat memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya serta
menambah khazanah pengetahuannya.

7). Penilain nyata (authentic assesment) adalah proses yang dilakukan
guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar
yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahuai
apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Penilaian ini berguna
untuk mengetahuai apakah pengalaman belajar mempunyai pengaruh
positif terhadap perkembangan siswa baik intelektual, mental,
maupun psikomotorik. Pembelajaran CTL lebih menekankan pada
proses belajar dari pada sekedar hasil belajar oleh karena itu
penilaian ini dilakukan terus menerus selama kegiatan pembelajaran

berlangsung. Dalam CTL keberhasilan pembelajaran tidak hanya
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ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, tetapi

perkembangan seluruh aspek.

Menurut  Sugiyanto (2009), bahwa ciri kelas yang
menggunakan pendekatan kontekstual meliputi : (a) Pengalaman
nyata; (b). Kerjasama, saling menunjang; (c) Gembira belajar
dengan  bergairah; (d). Pembelajaran terintegrasi; (e)
Menggunakan berbagi sumber; (f) Siswa aktif dan kritis; (g)
Menyenangkan tidak membosankan; (h). Sharing dengan teman; (1)
Siswa kritis dan guru kreatif.

2. VCT (Value Clarification Technique)

VCT (Value Clarification Technique)merupakan salah satu teknik
pembelajaran yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan nilai.
Djahiri (1985 : 115) menyatakan bahwa VCT (Value Clarification
Technique)adalah sebuah cara untuk menanamkan dan menggali
/mengungkapkan nilai nilai dari diri peserta didik. VCT (Value
Clarification Technique) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk
membantu siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang
dianggapbaik untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses
menganalisis nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Disisi lain Adisusilo (2014 : 141) menyatakan bahwa VCT (Value
Clarification Technique) adalah pendekatan pendidikan nilai dimana
peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis,

memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin
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diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas atau
mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya lewat values problem solving,
diskusi, dialog, dan presentasi. VCT (Value Clarification Technique)
menekankan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan
perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-
nilai mereka sendiri.

Hall (1973 : 11) mengartikan VCT (Value Clarification Technique)
adalah : “By value clarification we mean a methodology or process by
which we help a person to discover values throught behavior, feelings,
ideas, and throught important choices he has made and is continually, in
fact, acting upon in and through his life “. Melalui klarifikasi nilai,
peserta didik tidak disuruh menghafal dengan nilai-nilai yang sudah
diberikan dari pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan,
menganalisis, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih,
mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas VCT (Value Clarification

Technique) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu

siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang dianggap baik

untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai
yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Pendekatan VCT (Value Clarification Technique) ini digunakan

dengan tujuan :
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o

. Membantu peserta didik supaya menyadari dan mengidentifikasi nilai-

nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain.

b. Membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka
dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang

diyakininya.

c. Membantu peserta didik agar mampu menggunakan akal budi dan
kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai dan
pola tingkah lakunya sendiri.

d. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran peserta didik tentang
suatu nilai.

e. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik
tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk dibina
kearah peningkatan dan perbaikannya.

f. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara
yang rasional dan diterima peserta didik sehingga pada akhirnya nilai
tersebut menjadi milik peserta didik.

g. Melatih peserta didik cara menilai, menerima, dan mengambil
keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan
kehidupan sehari-hari di masyarakat (Zakiah dan Rusdiana, 2014 :
189).

VCT (Value Clarification Technique) sebagai pendekatan

pendidikan nilai moral memiliki keunggulan diantaranya, yaitu:
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a. Mampu membina dan menanamkan nilai-nilai moral.

b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang
disampaikan.

c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri peserta
didik dan nilai moral dalam kehidupan nyata.

d. Mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan

potensi diri peserta didik terutama potensi afektualnya.

e. Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan.

f. Mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi, berbagai nilai moral

yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang.

g. Mampu menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral
tinggi (Djahiri dalam Zakiah, 2014 : 189).

Dalam penerapan pendekatan VCT (Value Clarification
Technique) supaya dapat terlaksana dengan baik diperlukan sistem
pendukung, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam
mengimplematasikan VCT dan sarana prasarana pembelajaran. Adapun
hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengimplementasikan
VCT, yaitu :

a. Bersikap menerima dan tidak mengadili pilihan nilai peserta didik,
menghindari kesan memberi nasehat, menggurui seakan-akan guru

lebih tahu dan lebih baik.

41



b. Membiarkan adanya keanekaragaman pandangan, dialog dilakukan
secara terbuka, bebas, dan individual.

c. Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi atau tidak,
hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap.

d. Menghargai jawaban atau respon peserta didik, tidak memaksakan
peserta didik untuk memberi respon tertentu apabila memang peserta
didik tidak mengehendakinya.

e. Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan, pilihan dan
mengambil sikap secara jujur.

f. Mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

bersifat mengklarifikasi nilai hidup.

g. Mahir mengajukan dan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang
menyangkut kehidupan pribadi dan sosial (Harmin dalam Sinurat,

2004).

Adapun sarana-prasarana pembelajaran sebagai sistem pendukung

yang harus ada antara lain :

a. Adanya sumber belajar (bahan ajar, modul, hand out).

b. Adanya media pembelajaran.
c. Adanya nara sumber yang dapat dimanfaatkan peserta didik.

d. Tersedianya perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran.
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Menurut Hall (1982) pada intinya dalam proses pembelajaran
VCT (Value Clarification Technique) ada tiga hal, yaitu : 1) Memilih dan
menentukan nilai dengan bebas; 2). Merasa senang, bangga, bahagia,
dengan pilihan nilai; dan 3). Menginternalisasikan, bersikap, dan
melaksanakan atau bertingkah laku sesuai dengan nilai yang menjdi
pilihannya.
Adapun penjabaran langkah-langkah proses pembelajaran
dengan VCT (Value Clarification Technique) adalah sebagai berikut :
a. Memilih dengan bebas
Memilih nilai secara bebas berarti bebas dari segala tekanan.
Nilai yang diperoleh dari paksaan atau tekanan dari pihak luar
peserta didik belum dinamakan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang
sesungguhnya adalah nilai yang dipilih secara bebas.
b. Memilih dari berbagai alternatif.
Memilih secara bebas mengandalkan ada berbagai alternatif.
Jika tidak ada alternatif pilihan, maka tidak ada kebebasan memilih.
Ini berarti juga bahwa untuk menentukan pilihan dari beberapa
alternatif pilihan secara bebas.
c. Memilih sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing
alternatif.
Memilih nilai  berarti menentukan suatu nilai sesudah
mempertimbangkan konsekuensi dari semua alternatif yang ada.

Tidak mengetahui akibat dari suatu alternatif berarti tidak
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mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Jika demikian
seseorang tidak bebas memilih. Sebaliknya jika seseorang
mengetahui akibat-akibat dari alternatif yang ada maka dia dapat
memilih dengan lebih tepat.

d. Menghargai dan senang dengan pilihan yang dibuat.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap positif, dihargai, dihormati,
dijunjung tinggi, diagungkan, dipelihara. Nilai membuat orang
senang, gembira, bersyukur. Kalau menetukan pilihannya dan
ternyata sesudah melakukan pihannya itu sesorang menjadi gembira
atau senang, maka sesorang menemukan nilai bagi dirinya. Tetapi
jika seseorang menjadi murung, sedih karena pilihannya, maka
kiranya seseorang telah keliru dalam menentukan pilihannya. Jadi
kalau sesorang memilih sesuatu nilai seharusnya seseorang merasa
bahagia, senang atas pilihannya, dan memelihara sebagai sesuatu

yang berharga baginya.

e. Bersedia mengakui pilihan nilai di depan umum.

Jika nilai dijunjung tinggi, dihargai dan membuat orang senang
dan bahagia maka orang tentu bersedia mengakui dan menyatakan
kepada orang lain. Kalau orang menjunjung tinggi suatu nilai, maka
orang yang bersangkutan dapat diharapkan akan

mengkomunikasikan kepada orang lain.
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f. Berperilaku sesuai dengan pilihan, atau kemauan dan kemampuan
untuk mencoba melaksanakannya.

Agar sesuatu benar-benar merupakan nilai bagi seseorang, maka
sikap hidup, tindakan yang bersangkutan harus berdasarkan nilai-
nilai itu. Sedangkan nilai-nilai itu harus diwujudkan atau tercermin
dalam sikap dan tingkah lakunya. Tindakan seseorang
mencerminkan nilai yang dianut dan yang diyakininya. Seseorang
akan bertindak dan mengambilkeputusan sesuai dengan nilainya.
Dengan demikian nilai itu memberikan arah pada hidupnya.

g. Berulang-ulang berperilaku sesuai dengan pilihan sehingga terbentuk
suatu pola hidup.

Agar sesuatu sungguh-sungguh menjadi nilai bagi seseorang,
maka tindakannya dalam berbagai situasi harus sesuai dengan nilai-
nilai. Sesorang bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya
dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi pola hidupnya.
Dalam tahapan ini nilai tidak saja dipahami, dimengerti, dan diyakini
kebenarannya, tetapi diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan
hidup.

B. Motivasi ARCS (Attention, Relevance, Convidence, Satisfaction)

Metode yang dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar motivasi,
yaitu bahwa setiap orang hanya mau mempelajari hal-hal yang menarik
perhatiannya saja dan apa manfaatnya bagi dirinya. Model ARCS (Attention,

Relevance, Confidence, Satisfaction), dikembangkan oleh Keller dan Kopp
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(1987) dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value
theory) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (value) dari tujuan yang
akan dicapai dan harapan (expectancy). Dari dua komponen tersebut oleh
Keller dikembangkan menjadi empat komponen. Keempat komponen model
pembelajaran itu adalah atfention, relevance, confidence dan satisfaction

dengan akronim ARCS (Keller dan Kopp, 1987)

a. Attention (perhatian)

Attention Adalah bentuk pengarahan untuk memusatkan tenaga dan
energi psikis dalam menghadapi suatu obyek. Munculnya perhatian di
dorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu seseorang ini muncul karena
dirangsang melalui elemen-elemen baru, aneh, lain dengan yang sudah ada,
dan kontradiktif. Peserta didik diharap dapat menimbulkan minat yaitu
kecenderungan untuk merasa tertarik pada pelajaran atau pokok pelajaran
tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu melahirkan semangat
yang baru dan dapat berperan positif dalam proses belajar mengajar

selanjutnya.

Relevance (relevansi)

Relevance yaitu adanya hubungan yang ditunjukkan antara materi
pembelajaran, kebutuhan dan kondisi pesrta didik. Ada tiga strategi yang

dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi dalam pembelajaran, yaitu:

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari materi

pembelajaran.
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2. Jelaskan manfaat pengetahuan yang akan dipelajari.
3. Berikan contoh, latihan/tes yang langsung berhubungan dengan kondisi

peserta didik atau profesi tertentu.

Relevansi menunjukkan adanya hubungan antara materi yang
dipelajari dengan kebutuhan kondisi peserta didik. Peserta didik akan
termotivasi bila mereka merasa bahwa apa yang akan dipelajari memenuhi

kebutuhan pribadi atau bermanfaat bagi mereka.

Confidence (kepercayaan diri)

Confidence yaitu merasa diri kompeten atau mampu merupakan
potensi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Motivasi akan

meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil.

Ada sejumlah strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu

sebagai berikut:

1. Meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan
memperbanyak pengalaman.

2. Menyusun pembelajaran menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga
peserta didik tidak di tuntut mempelajari banyak konsep sekaligus.

3. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menggunakan persyaratan

untuk berhasil.

4. Menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan di

tangan peserta didik.
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5. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan pernyataan-

pernyataan yang membangun.

6. Berikan umpan balik konstruktif selama pembelajaran, agar peserta didik

mengetahui sejauh mana pemahaman dan prestasi belajar mereka.

d. Satisfaction (kepuasan)
Satisfaction adalah perasaan gembira, perasan ini dapat positif yaitu
timbul kalau orang mendapatkan penghargaan dalam dirinya. Perasaan ini
meningkat kepada perasaan harga diri kelak, membangkitkan semangat

belajar diantaranya dengan:

1. Mengucapkan baik, bagus dan memberikan senyum bila peserta didik

menjawab atau mengajukan pertanyaan.

2. Menunjukkan sikap non verbal positif pada saat menanggapi pertanyaan
atau jawaban peserta didik.
3. Memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, anggukan dan

pandangan yang simpatik atas prestasi peserta didik.

4. Memberi tuntunan pada peserta didik agar dapat memberi jawaban yang

benar.

5. Memberi pengarahan sederhana agar peserta didik memberi jawaban yang

benar.

C. Desain Model CVCT Berbasis Motivasional
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Desain model CVCT berbasis motivasional disesuaikan dengan tuntutan
kurikulum 2013, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student
Center Learning) yang dikenal dengan pendekatan saintifik. Hal-hal yang
harus persiapkan dalam pembelajaran model CVCT adalah :

. Merancang perencanaan pembelajaran dengan mengidentifikasi rambu-
rambu penyususnan RPP.

. Mengidentifikasi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi dasar (KD) sesuai
silabus.

. Merancang pelaksanaan pembelajaran model CVCT yang menghasilkan
peningkatan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

. Merancang penilaian, baik penilaian proses dan hasil.
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Desain pembelajaran model CVCT berbasis motivasional pada gambar

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menentukan Kompetensi Inti (KI) dalam pembelajaran PPKn.

Sebelum menentukan Kompetensi Inti (KI) dalam model CVCT
ini dilakukan observasi di sekolah dan wawancara terhadap guru dan
peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan
wawancara dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak
bagi guru dan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang
inovatif. Adapun kompetensi inti ada empat yakni :

a. KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
b. KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsip dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinterkasi
secara efektifdengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
c. KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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d.

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah
kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah

keilmuan.

2. Menentukan Kompetensi Dasar (KD) dalam pembelajaran PPKn.

Pada tahap ini ditentukan Kompetensi dasar (KD) yang didasarkan

pada Kompetensi Inti (KI). Adapun kompetensi dasar yang dipilih

adalah sebagai berikut :

a.

Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas
yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya (KD
1 dari KI 1).

Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 2).

Menganalisis Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka
perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara ( KD 1 dari KI 3).

Menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka
perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (KD 1 dari KI 4).

3. Mengembangkan indikator dalam pembelajaran PPKn.
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Indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang telah
ditentukan. Indikator dalam hal ini merupakan ukuran yang akan
dipakai sebagai dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan. Sebelum
dikembangkan indikator pada tahap ini dilakukan identifikasi perilaku,
karakteristik dan kemampuan awal peserta didik sebelum model
CVCT digunakan. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui
perilaku, karakteristik dan kemampuan awal yang telah atau belum
dikuasai peserta didik.

Adapun indikator yang dikembangkan sebagai berikut :

a. Menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM

(Indikator dari KD 1 KI 1).

b. Menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM

(Indikator dari KD 1 KI 1).

c. Menghayati upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 1).
d. Melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM (Indikator dari

KD 1 KI 2).

e. Melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan

dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 2)

f. Melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM

(Indikator dari KD 1 KI 2).

g. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1

KI 3).
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h. Memahami upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan
HAM ( Indikator dari KD 1 KI 3).

i. Memahami upaya-upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI
3).

j-  Menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1
KI 4).

k. Menunjukan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan
pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 4).

l.  Menunjukan contoh-contoh penegakan HAM (Indikator dari KD 1
KI 4).

. Merumuskan tujuan khusus model pembelajaran CVCT  dalam

pembelajaran PPKn yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap

spiritual dan sikap sosial. Melalui model CVCT siswa dapat :

a. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

a. Memahami upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan
HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

b. Memahami upaya-upaya penegakan HAM yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat.

c. Menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia.

d. Menunjukan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan
HAM yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

e. Menunjukan contoh-contoh penegakan HAM yang dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat.
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f. Menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM yang
terjadi di masyarakat Indonesia.

g. Menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM
yang dilakukan oleh pemerinta dan masyarakat.

h. Menghayati upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat.

1. Melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM dalam kehidupan,
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

j. Melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan
pemenuhan HAM dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara.

k. Melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Mengembangkan instrumen penilaian model pembelajaran CVCT
dalam pembelajaran PPKn.

Instrumen penilaian berfungsi untuk megetahui tingkat
keberhasilan atau ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen
yang dikembangkan dalam pembelajaran model CVCT pada
pembelajaran PPKn meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Penilaian pengetahuan menggunakan tes objektif. Penilaian sikap dan
keterampilan menggunakan skala sikap.

6. Mengembangkan model, strategi dan metode pembelajaran model

CVCT dalam pembelajaran PPKn.

55



Strategi pembelajarannya mengacu pembelajaran konstruktivisme
dengan pendekatan student center learning. Model pembelajarannya
menggunakan model CVCT berbasis motivasional yang merupakan
penggabungan antara model contextual dengan pendekatan VCT
(Value Clarification Technique) yang didasarkan pada motivasi peserta
didik yang mengacu pada motivasi ARCS (Attention, Relevance,
Confidence, dan Satisfaction). Adapun metode yang akan digunakan
adalah metode observasi, tanya jawab, diskusi, modeling, tugas, dialog,
curah pendapat (brain storming), dan bermain peran.

Mengembangkan materi pembelajaran PPKn.

Materi yang dikembangkan adalah materi pembelajaran PPKn
Sekolah menengah Kejuruan kelas XI pada semester genap yang
sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan
yang telah ditetapkan. Adapun materinya sebagai berikut :

a. Berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM.

b. Upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.

c. Upaya penegakan HAM.

. Merancang dan mengadakan evaluasi formatif yang akan digunakan
dalam model CVCT berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn.

Evaluasi foramatif ini akan dilakuka pada setiap akhir kegiatan
pembelajaran. Evaluasi formatif ini berbentuk satu-satu, kelompok
kecil dan evaluasi lapangan. Tujuan evaluasi ini untuk mengumpulkan

data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi
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10.

untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator dan tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ada dua alat
penilaian yang digunakan, yakni tes dan non tes.

Melakukan revisi model pembelajaran CVCT berbasis motivasional
dalam pembelajaran PPKn.

Revisi model merupakan langkah terakhir dari proses desain model
pembelajaran CVCT berbasis motivasional. Revisi model dilakukan
berdasarkan rekomendasi dari evaluasi formatif. Evaluasi formatif
dilakukan terhadap langkah-langkah atau komponen model
pembelajaran CVCT berbasis motivasional setelah diuji cobakan.
Evaluasi foramtif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kekurangan dan kelemahan konsep model beserta komponen-
komponennya. Jika telah dilakukan revisi maka model tersebut telah
dianggap selesai atau final sebagai produk model pembelajaran CVCT
berbasis motivasional pada mata pelajaran PPKn siswa Sekolah
Menengah Kejuruan.

Merancang dan mengadakan evaluasi sumatif pada model CVCT
berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn.

Evaluasi sumatif merupakan kegiatan penilaian  yang
dilaksanakan pada akhir uji coba model pembelajaran. Setelah
langkah-langkah pengembangan model CVCT berbasis motivasional
yang di awali dari pengajuan draf model, uji validasi, revisi, uji coca

terbatas dan uji coba diperluas serta uji keefektifan selesai dilakukan
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maka baru dilakukan evaluasi sumatif. Evaluasi ini tidak melibatkan
perancang model. Evaluasi sumatif dilakukan oleh orang indivenden.
Evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap model yang
dikembangkan yang dilakukan dalam satu paket uji coba. Secara
umum evaluasi sumatif bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan

model yang dikembangkan.

SINTAKS MODEL CVCT BERBASIS MOTIVASIONAL
(Peneliti)
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No | Komponen | Langkah Motivasional Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
(ARCS)

1 Apersepsi Menciptakan Guru Memperhatikan
perhatian siswa menyampaika indikator, tujuan
dan hdikat di &
Menciptakan n indikator, yang diampaikan
minat siswa tujuan dan guru dan merespon
untqk belajar . motivasi motivasi

(atention/perhati Guru Memilih nilai
an) .
meminta dengan bebas
siswa
memilih nilai
dengan bebas
berkaitan
dengan nilai
Pancasila
2 | Membangu | Mengamati Menciptakan Guru Membaca buku
n konsep kepercayaan menjelaskan teks dan
diri siswa dan lakuk
kesesuaian tugas yang melakukan
(confidencelper harus pengamatan
caya diri dan dikerjakan Memilih nilai
relevantion/ke diswa dari berbagai
sesuaian ) .
Guru alternatif
meminta
siswa
memilih nilai
dari berbagai
alternatif
yang
berkaitan
dengan nilai
pancasila
3 | Menemuka | - Menga Mengkaitkan Guru Melakukan
n mati dengan menayangkan pengamatan
- Menan k.ebuwhan , dan suatu Bertanya dan
ya lingkungan peristiwa menjawab
- Mengu siswa Guru pertanyaan guru
(relevantion/ke
mpul : menugaskan Memutuskan
sesuaian) ]
kan siswa untuk pilihan nilai
data mengamati setelah
tayangan dan melakukan
lingkungan pertimbangan
sekitar
Guru
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meminta

siswa
memutuskan
pilihan nilai
Pancasila
setelah
melakukan
pertimbangan.

Bertanya Menanya Menciptakan Guru Menjawab
kepercayaan memberi pertanyaan guru
diri siswa dan kesempatan dan bertanya
mewujudkan
kepuasan siswa. siswa untuk kepada guru
(Confidencelke bertanya Menghargai dan
gg;cayaan diri kepada guru merasa senang
satisfaction/ke dan guru terhadap nilai
puasan) bertanya yang menjadi

kepada siswa pilihannya

Guru

meminta

siswa

menghargai

terhadap nilai

yang menjadi

pilihannya

terkait dengan

nilai

Pancasila

Belajar Diskusi Menciptakan Guru Siswa melakukan
Kelompok | kelompok | kepercayaan menjelaskan diskusi

diri siswa dan .
mewujudkan tata cara Bersedia
kepuasan siswa. berdiskusi mengakui/meneg
(Confidence/ke dan askan nilai yang
gz;cayaan diri menentukan menjadi
satisfaction/ke tema pilihannya di
puasan) Guru depan umum

meminta

siswa

Bersedia

mengakui

nilai yang

menjadi

pilihannya di

depan umum
terkait dengan
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nilai

Pancasila
Peragaan | Mengkomu Menciptakan Guru Siswa melakukan
nikasikan kepercayaan menjelaskan presentasi dalam

diri siswa dan
mewujudkan tata cara kelompok atau
kepuasan siswa. presentase kelas
(Confidencelke yang baik, Berbuat/bertinda
gz;cayaan dir dan guru k sesuai dengan
satisfaction/ke meminta nilai pilihannya
puasan) siswa untuk

presentasi

Guru

meminta

siswa

melakukan

timdakan

yang sesuai

dengan

pilihannya

terkait dengan

nilai pancasila

Refleksi | Mengasosia | Menciptakan Guru Siswa melakukan
sikan kesesuaian menugaskan perenungan dan

(relevantion)
dan kepuasan
(satisfaction)

kepada siswa
untuk
mengkaitkan
materi yang
dipelajari
dengan
kehidupan
nyata

Guru
meminta
siswa untuk
merenungkan
berbagai
kejadian yang
terjadi dalam
kehidupan
sehari-hari
Guru
meminta
siswa
mengulangi

menyampaikan
hasil perenungan
Mengulangi
tindakan
/perilaku sesuai
dengan nilai
pilihan
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tindakannya
terkait dengan
nilai

Pancasila
Penilaian Penilaian Menciptakan Guru - Siswa
nyata dan E?Percayaan melakukan mengerjakan tes
Penutu 111 .
P (confidence) pen?lalan
dan akhir
kepuasan pembelajaran
(satisfaction)
BAB IV
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KONSEP PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
memberikan  kontribusi pendidikan untuk pembangunan karakteristik guna
membentuk seorang warga negara yang memahami dan menghayati nilai-nilai
pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya
yang dilakukan oleh pemerintah / negara untuk mendidik dan mengembangkan
karakter warganegaranya agar sesuai dengan ideologi serta politik bangsanya yang
didasarkan nilai-nilai pancasila . Hal ini dilakukan melalui pendidikan formal

untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang baik.

Secara garis besar terdapat grand teori yang membangun rumpun keilmuan
dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu: Ilmu Hukum, Politik dan
Filsafat Moral. Dengan demikian sejak awal Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner termasuk didalamnya aspek
kependidikan. Secara akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

memiliki visi sebagaination characther building.

B. Tujuan dan Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk
mengembangkan peran dari warga negara yang berkaitan dengan masalah
pendidikan kebangsaan yang digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak —

hak warga negara secara berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan proses
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pembelajaran yang relevan dengan kerangka keilmuan pendidikan Pancasila dan

kewarganegaraan

Menurut Winarno (2006: 29-30) Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1.

2.

Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta
lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,
sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan
jaminan keadilan.

Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata
tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan,
norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan
nasional, hukum dan peradilan internasional.

Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.

Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan

warga negara.
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5  Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan
dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan
daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya
politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan,
pers dalam masyarakat demokrasi.

7.  Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia
di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan ini merupakan suatu pembahasan secara formal
dan material untuk mencapai sasaran berkaitan dengan warganegara yang baik,
meliputi wawasan, sikap, dan prilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan

negara.

...Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan
menengah adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upaya mendidik peserta
didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pendekatan Pembelajaran Berbuat (action learning
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approach) menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara
bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka, et. al (1976: 13) menyimpulkan
ada dua tujuan pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama,
memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara
perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka
sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak
memililiki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu

masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis
nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan ini. Metode-metode
lain yang digunakan juga projek-projek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau
dalam masyarakat, dan praktek keterampilan dalam berorganisasi atau
berhubungan antara sesama (Superka, et. al. 1976: 34). Menurut Elias (1989)
pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newman, dengan memberikan
perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa dalam melakukan perubahan-
perubahan sosial. Menurut Elias (1989: 42), walaupun pendekatan ini berusaha
juga untuk meningkatkan keterampilan “ moral reasoning’’ dan dimensi afektif,
namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa
sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penganjur pendekatan
ini memandang bahwa kelemahan dari berbagai pendekatan lain adalah

menghasilkan warga Negara yang pasif. Menurut mereka, melalui program-
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program pendidikan moral sepatutnya menghasilkan warga negara yang aktif,

yakni warga negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam lingkunagn

hidupnya ( environmental competence ), yaitu :

1. Kompetensi fisik (physical competence), yang dapat memberikan nilai tertentu
terhadap suatu obyek, misalnya :melukis sesuatu, membangun sebuah rumah,
dan sebagainya

2. Kompetensi hubungan antarpribadi (interpersonal competenche), yang dapat
memberikan pengaruh kepada orang-orang melalui hubungan antara sesama,
misalnya : saling memperhatikan, persahabatan, hubungan ekonomi, dan lain-
lain:

3. Kompetensi kewarganegaraan (civic competence) yang dapat memberi
pengaruh kepada urusan-urusan masyarkat umum, misalnya: proses pemilihan
umum dengan memberi bantuan kepada seorang calon atau partai peserta untuk
memperoleh kemenangan, atau melalui kelompok peminat tertentu, mampu
mempengaruhi perubahan kebijaksanaan umum.(Elias, 1986: 45)

Diantara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ketiga (civic
competence) merupakan kompetensi yang paling penting. (Hersh, et. al 1980).
Kompetensi ini ingin dikembangkan melalui program-program pendidikan
formal.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya tataran
aspek kognitif saja, tetapi harus menyentuh pada ranah afektif dan

psikomotorik. Oleh karena itu berbagai pendekatan pembelajaran harus
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif.
Kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang melibatkan
proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik serta peserta didik
dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian
kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui
penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada
peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu

dikuasai oleh peserta didik.

BAB YV
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INTERNALISASI NILAI-NLAI PANCASILA

A. Hakikat Internalisasi Nilai

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses
penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung
melalui pembinaan dan bimbingan (Peter dan Yeni, 2002 : 336). Jika
internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan,

maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan
yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya
mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju
pembentukan peserta didik yang memilki kecerdasan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri
dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai
bantuan kepeda peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai
serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya,
Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan
melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses

pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan
menghasilkan karakter. Dimana ada tiga komponen karater yang baik,

yakni pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang
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mental (moral feeling), dan perbuatan moral (moral action). Ketiga
komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai
pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta
terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan
ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap

kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Dalam banyak hal kasus ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh.
Mungkin ada orang hanya sampai moral knowing dan berhenti sebatas
memahami. Orang lain sampai pada tahap moral feeling, dan yang lain
megalami perkembangan dari moral knowing sampai moral action.
Moral knowing adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Moral
knowing terdiri dari enam hal, yaitu : 1). Moral awarenes (kesadaran
moral); 2). Knowing moral value(mengetahui nilai-nilai moral); 3).
Perspective taking; 4). Moral reasoning; 5). Decision making; 6). Self

knowledge.

Pendidikan nilai hanya sampai pada moral knowing tidaklah cukup,
sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini
hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka
amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada moral feeling.
Moral feeling adalh aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta
didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek

emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia
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yang bermoral, yaitu : conscience (nurani), self esteem (percaya diri),
empathy ( merasakan penderitaan orang lain), loving the good ( mencintai
kebenaran), self control (mampu mengontrol diri), dan humility

(kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah moral
action.Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat
diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil
(outcome) dari dua kompenen moral lainnya. Untuk memahami apa yang
mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari
tiga aspek lain, yaitu competence (kompetensi), will (keinginan), dan habit

(kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata Value (Mustari Mustofa,
2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yag
berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia.
Kartono Kartini dan Dall Guno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai
merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan
freferensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung darisistem

nilai yang dipegangnya.

Linda dan Richard Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah
standar —standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa Kkita,

bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.
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Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik,
hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai
tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam
masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Dimana masing-
masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi

konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup
manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). Values thinking, yaitu nilai-
nilai pada tahapan dipikirkan atau values cognitive; 2). Values affective,
yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang
untuk melakukan sesuatu. Pada tahap values affective meliputi dispotition
dan commitments; 3) Values actions, yaitu tahap dimana nilai yang sudah
menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu

tindakan nyata atau perbuatan kongkrit.

Muhaimin (2002 : 153) menyatakan bahwa proses internalisasi yang

berkaitan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap, yaitu :

1. Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian

informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal.

2. Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah

antara guru dengan peserta didik.
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3. Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang
paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh

sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila,
perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di
keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-

hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi
pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat
tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon
pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi
pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan
berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat
tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup
maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa
dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat
pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan

ideologi generasi penerus bangsa.

2. Kesadaran. Setelah sesorang mempunyai pengetahuan tentang
Panacsila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa
yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu

mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri.
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Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan instropeksi
terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang
tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap

bangsa dan negaranya.

3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib
lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari
diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses
internalissi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki
pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran
yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka dalam diri seeorang akan muncul ketaatan

terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

4. Kemampuan kehendak,yaitu keinginan mendasar dan mendalam
yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan.
Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat
untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup
bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan
penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk

sikap dan perilaku.

5. Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri, yaitu :

a. Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau

buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sangsi batin
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yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau
sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila
berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk
berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila
tidak mentaati maka harus memberi sangsi batin berupa celaan

terhadap diri sendiri.

b. Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan
pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan

merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.

c. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi,
sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk
memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan,

merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan

d. Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian
keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian,
berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah

negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan
yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk
pengamalan yang sesuai diberbagai bidang serta lingkungan. Pada
dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat
dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak

umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat
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dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa
menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa

meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

Pengamalan Pancasila

1. Keharusan Moral Untuk Mengamalkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung
konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan
tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara
harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai pancasila yang
bersumber pada hakikat pancasila adalah bersifat abstrak umum
universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan
lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma
moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara
Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila
adalah sebagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai
Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk
norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua
warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam
kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam pengamalan Pancasila ini diperlukan juga suatu
kondisi yang dapat menunjang terlaksanannya pengamalan Pancasila
tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga

negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu

76



disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki
sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu
sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu
kesepakatan yang luhur untuk mendirikan bangsa Indonesia yang
berdasarkan pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus
merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan
negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia
mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Di samping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada

dorongan lahir dan batin sebagai berikut:

a. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat
sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang
berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada
hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan
melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu berdaulat adil dan

makmur berdasarkan idiologi Pancasila.

b. Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah.
Selain Pancasila juga merupakan asas kerokhanian negara Indonesia,

baik dalam rangka tujuan-tujuan nasioanal maupun internasional.
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c. Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada
hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang
mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti
mewajibkan kepada penyelenggaraan negara, pemimpin pemerintah
dan pemimpin rakyat untuk memiliki semangat yang dinamis guna
memelihara  budipekerti  kemanusiaan yang luhur untuk
merealisasikan suasana dan cita-cita hukum yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 yang berintikan asas kerokhanian Pancasila.

d. Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta,
rasa karsa dan karya atas nilai-nilai Pancasila.Pada hakikatnya
memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum
cukup. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mengetahui,
kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan
Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan
masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam
yaitu, pengamalan Pancasila Subjektif yaitu realisasi pada setiap
individu, dan pengamalan Objektif yaitu realisasi dalam segala aspek
kenegaraan dan hukum (Bambang Daroeso dan Suyahmo, 1989).

2. Ketaatan Moral Untuk Melaksanakan Pancasila

Kondisi yang diperlukan dalam mengamalakan Pancasila selain
pendorong lahir batin masih terdapat suatu kondisi yang sangat diperlukan
yaitu kesadaran akan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Rasa wajib

yang telah tertanam dalam diri manusia indonesia dan meresap dalam hati
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sanubari sebagai suatu kesadaran, sehingga setiap manusia Indonesia

dalam keadaan bersedia untuk melaksanakan pancasila.

Prinsip ketaatan ini pada hakikatnya bersumber pada hakikat adil.
Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu hak dalam hidup bersama
(dalam negara) sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya,
yang mengakibatkan bahwa memenuhi hak dalam hubungan antara satu

dan lainnya adalah suatu wajib.

Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, maka diantara negara
dengan warganya terdapat hubungan hak dan kewajiban. Warga negara
adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban dan sebagaimana diketahui
bahwa untuk masalah sekarang ini yang diutamakan adalah masalah wajib.
Dalam merealisasikan kewajiban distributif, yaitu tentang segala sesuatu
yang termasuk kewajiban, kekuasaan, dan lingkungan negara. Sebaliknya
sebagai perimbangannya setiap warga neragara wajib taat tentang segala
sesuatu yang telah disepakati dalam hidup bersama dalam suatu negara,
yaitu ketaatan untuk melaksanakan Pancasila.Oleh karena itu wajib taat
pada hakikatnya bersifat, karena bersumber pada hakikat sifat kodrat
manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap warga
negara Indonesia telah merealisasikan suatu perjainjian yang luhur, bahwa
dalam negara sebagai suatu organisasi hidup bersama menentukan suatu
perlindungan bersama, menentukan cita-cita bersama. Dengan demikian

pelaksanaannya terdapat suatu pendukung kekuasaan negara yang
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berkewajiban menyelenggarakan tugasnya dalam melakukan organisasi

hidup bersama,yakni diperlukan adatnya suatu ketaatan.

Berdasarkan pada kodrat manusia, maka dapat dipahami bahwa
ketaatan adalah merupakan syarat mutlak berlangsungmya negara. Oleh
karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum. Namun demikian selain itu
harus ada pula suatu jaminan ketaatan berdasarkan suatu kesadaran dan
moral yang luhur. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat beberapa

macam ketaatan kenegaraan yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ketaatan hukum, terdapat dalam psal 27 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945, yang bunyinya “ segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .
Hal ini berdasarkan pada prinsip keadilan legal (keadilan bertaat),
sebagaimana telah dibahas terdapat tiga macam keadilan yang meliputi :
1) keadilan distributif yaitu hubungan negara terhadap warga negara, 2)
keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu hubungan warga negara terhadap
negara, dan 3) keadilan komutatif, yaitu hubungan antara sesama warga
negara.

b. Ketaatan moral(kesusilaan), yang tersimpul dalam sila kedua Pancasila
yaitu ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Selain itu terdapat juga
dalam kalimat pertama pembukaan UUD 1945, bahwa hak segala bangsa

atas kemerdekaan adalah merupakan hakmoral dari setiap bangsa.
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c. Ketaatan religius, yaitu berdasarkan pada :

).

2).

Sila pertama Pancasila, yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan pasal
29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya ‘“Negara

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Atas berkat rakhmat Allah yang Mahakuasa”, sebagaimana
tercantum dalam alinia ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai
naskah penjelmaan proklamasi kemerdekaan dan sebagai pokok
kaidah negara yang fundamental negara Indonesia, jadi ketaatan
religius ini memiliki tiga sumber, yaitu : dasar filsafat, ketentuan
hukum positif yaitu dalam UUD 1945, dan dalam proklamasi
kemerdekaan 17 agustus 1945 yang dituangkan dalam pembukaan

UUD 1945

Ketaatan mutlak, yaitu adanya kekuasaan sebagai bawaan hakikat
organisasi hidup bersama dalam bentuk bermasyarakat dan negara,
yang mewajibkan adanya penguasa dan ketaatan mutlak yang khusus
sebagai bawaan dari pernyataan kemerdekaan yang terjelma dalam
Pembukaan UUD 1945, bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala

bangsa”.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam rangka realisasi
Pancasila sangat diperlukan suatu kondisi yang mutlak untuk
terlaksananya pengamalan tersebut, yaitu pendorong lahir dan batin

dan ketaatan yang meliputi ketaatan hukum, ketaatan moral, ketaatan
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religius, serta ketaatan mutlak yang bersumber pada hakikat kodrat.

(Notonagoro, 1971).

3. Kesadaran Untuk mengamalkan Pancasila

Ketaatan adalah berdasarkan atas kesadaran, jadi ketaatan akan
terwujud bilamana ada suatu kesadaran. Oleh karena itu dalam
pengamalan pancasila perlu diusahakan suatu kesadaran, agar

terwujud adanya ketaatan.

Kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pengamalan tentang
keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Jadi keadaan-
keadaan inilah yang menjadikan objek dari kesadaran dan berupa
segala sesuatu yang dapat menjadi pengamalan manusia. Pengamalan
itu bersifat jasmaniah maupun rokhaniah, dan kehendak manusia. Hal
itu dapat dilihat pada Rasa, menimbulkan realisasi tentang kejiwaan
(estetis); Akal, yang menimbulkan realisasi tentang kebaikan/
kebenaran; Kehendak, yang menimbulkan realisasi tentang kebaikan
/kebenaran (etis) dan realisasi tentang kebahagiaan. Jadi kaitan dengan

tingkah laku manusia.

Ketiga pengamalan tentang nilai-nilai hidup tersebut meliputi
lingkungan hidup kebendan, kerokhanian, dan religius, baik
lingkungan hidup pribadi (individu) maupun lingkungan hidup sosial.
Apabila telah terdapat kesadaran itu tadi, maka dapat dikatakan telah

ada kesadaran tentang penjelmaan hidup, kemanusiaan, akan tetapi hal
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ini belum dapat dikatakan telah ada suatu kesadaran hidup.Agar
supaya ada suatu kesadaran hidup maka harus ada cakupan segala
objek kesadaran dalam suatu rangka kesatuan, yang memungkinkan
orang memiliki sikap atau pandangan hidup (way of life) yang menuju
tercapainya tujuan hidup keduniawian maupun kerokhanian. Dengan
adanya kesediaan memenuhi pedoman-pedoman, peraturan-peraturan
hidup, nilai-nilai hidup dan syarat-syarat pelaksanaan dari padanya,
maka seseorang telah memiliki moral yang terjelma dalam pandangan

hidupnya.( Notonagoro, 1971)

Jadi bilamana diurutkan maka agar manusia sampai pada suatu
tingkat kesiapan untuk mengamalkan Pancasila, maka yang pertama
harus diketahui, yaitu meresapi dan menyadari, kemudian menghayati
dan pada akhirnya mewujudkannya. Tanpa adanya syarat-syarat
tersebut mustahil upaya pelaksanaan Pancasila dapat terlaksana
dengan baik. Hal ini diperlukan waktu yang cukup lama dan hal ini
hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang terarah
dan berkesinambungan. Adapun kesadaran dan kesiapan untuk
pelaksanaan dapat dilakukan dalam praktek hidup sehari-hari, dalam
masyarakat, melalui pendidikan, maupun dalam kenyataan hidup

sehari-hari.

83



4. Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila

Bilamana kira ringkas pemahaman dan pengamalan Pancasila
sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahanan ideologis

tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan
yang lengkap, dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila.
Kemudian diserap dan dihayati, sehingga menjadi suatu kesadaran
yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri,

memahami, serta ingat kepada Pancasila.

b. Tingkatan dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu
suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan

Pancasila.

c. Tingkatan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan
perbuatan mengamalkanPancasila dalam kehidupan sehari-hari

baik dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Tingkatan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan
lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan,
mentalitas ini melalui sesuatu proses pengulangan dan kestabilan
dan berkembang menjadi watak. Kemudian diresapkan lebih lanjut
dalam jiwa sehingga terbentuk hati nurani. Dengan demikian orang
senantiasa mengamalkan pancasila dengan selalu disertai

pengenalan pada diri sendiri dalam bentuk memberi isyarat
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memberi pedoman kepada diri sendiri sebelum melakukan
perbuatan. Hal ini meliputi: perintah atau larangan berbuat, anjuran
atau larangan tidak berbuat, membiarkan berbuat atau tidak berbuat,

keseluruhannya harus ditaati sendiri

e. Tingkatan mengadakan penilaian diri setelah melakukan suatu
perbuatan yang bersangsi. Sangsi ini dapat berujud; pujian atau
celaan kepada diri sendiri, yaitu celaan sampai dapat penjelma
menjadi penderitaan

f. Bilamana kondisi penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai
pada tingkat yang optimalmaka orang akan memiliki kepribadian
Pancasila. Hal itu seharusnya mempunyai semangat dan keteguhan

hati dalam bentuk :

1). Kemampuan, daya (kekuatan) serta cara bagi pemeliharaan dan

pengembangan pengamalan Pancasila.

2). Kemampuan, daya (kekuatan) serta cara untuk menyampaikan

Pancasila kepada generasi penerus maupun orang lain

3). Kemampuan, daya (kekuatan) serta bagi pengembangan dan

pengaktualisasian pancasila

4). Meningkatkan semangat dan keteguhan hati yang demikian itu
menjadi keyakinan Pancasila, yaitu keyakinan akan kebenaran
Pancasila kemudian meningkatkan menjadi keteguhan keyakinan

terhadap Pancasila. Akhirnya merupakan ketahanan ideologis.
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Suatu ketahanan ideologis merupakan suatu syarat mutlak bagi
tercapainya tujuan cita-cita nasional, dan yang terpenting mampu
menangkal pengaruh ideologi maupun gerakan intervensi ideologi

dari negara asing (Notonagoro. 1976)

S. Pengamalan Pancasila yang Subjektif

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam
pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap
penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.
PengamalanPancasila yang subjektif ini justru yang lebih penting
karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi
pengamalan Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan
demikian pengamalan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan
dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk
merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah
pelaksanaanPancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk
kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi
kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan
yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan pancasila bukanlah
hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting
lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka
fenomena kongkrit yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan
sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara

subjektif disebut moral Pancasila. Maka Pengamalan Pancasila
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bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu
berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana
nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh
seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup.
Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai
Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka
kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini
dikarenakan bangsa indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga
membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia
sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian ini
dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa
segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: 1) hakikat
abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan
halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi
berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, hewan, tumbuhan
dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat abstrak bersifat abstrak,
umum universal, 2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki ciri-ciri yang
khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan
sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa indonesia hakikat
pribadi inilah yang disebut kepribadian. Dan hakikat pribadi ini

merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak, 3) hakikat kongkrit,
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adalah hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat
ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.
Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian

Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu:

a. Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan
‘monopluralis’, jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum
uniersal. Dalam pengertian ini disebut dengan kepribadian
kemanusaiaan karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat-

sifat kemanusiaan.

b. Kepribadiaan yang mengandung sifat-sifat kemanusiaan yang
telah terjelma dalam sifat-sifat khas kepribadian Indonesia, yakni
kepribadian pancasila dan ditambah dengan sifat-sifat yang tetap
yang terdapat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan

bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.

c. Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi
kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat-sifat tidak
tetap, dinamis tergantung pada keadaan, situasi dan kondisinya.
Dalam pengertian yang ketiga ini sebagai realisasi kongkrit

sehingga bersifat tidak tetap (Notonagoro, 1971)

Berdasarkan wuraian tersebut diatas maka pengamalan
subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai

kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia
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dan dalam pelaksanaan kongkritnya tercemin dalam tingkah laku

dalam kehidupan sehari-hari

6. Pengamalan Pancasila yang Objektif

Pengamalan Pancasila yang objektif, adalah pelaksanaan
dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara,
baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua
bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk
peraturan perundang-undangan negara Indoneisa.Hal itu antara lain

dirinci sebagai berikut :

a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar
filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alinie IV

b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang
harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam
dasar filsafat negara Indonesia

c. Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di
ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-
unsur yang terkandung dalam filsafat negara.

d. Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan
menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah
Undang—Undang dan keputusan-keputusan administrasi pusat

sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-
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keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga
meliputi usaha kenegaraan dan rakyat.

. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum
Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan
negara yang berdasarkan atas dan diliputi asas kerokhanian
Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan
UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerokhanian Pancasila.
Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi
pelaksanaan  kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan

kebijaksanaan dibidang kenegaraan antara lain:

1). Garis Besar Haluan Negara

2). Hukum dan perundang-undangan dan peradilan

3). Pemerintahan

4). Politik dalam dan luar negeri

5). Keselamatan, keamanan dan pertahanan

6). Kesejahteraan

7). Kebudayaan
8). Pendidikan

9). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, M.S, 2009).
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7. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-
nilai Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap
warganegara, setiap penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana
negara, dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan
bernegara.Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berbeda dengan
pelaksanaan yang objektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif,
yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala
aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan
penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila
yang bersifat objektif merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila
dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang
realisasi kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia. Oleh karena itu implementasi Pancasila yang objektif
ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan secara lebih luas

dengan norma-norma kenegaraan.

Namun demikian sangatlah mustahil implementasi Pancasila
secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksana dengan
baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila yang subjektif yaitu
pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk
pada penyelenggaraan negara dalam hidup bersama yaitu berbangsa

dan bernegara. Bahkan Notonagoro (1971) mengatakan, bahwa
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pelaksanaan Pancasila yang subjektif justru lebih pentng dan lebih
menentukan dari pada pelaksanaan Pancasila yang objektif.Dalam
arti pelaksanaan Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan
bagi keberhasilan Pancasila yang objektif. Implementasi pelaksanaan
Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu
kegagalan bilamana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan
Pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga negara terutama oleh

setiap penyelenggara negara.

Dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, yang termuat
dalam Lembaran Negara Berita Republik Indonesia tahun II No. 7
dinyatakan, bahwa dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan
‘negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti mengandung
suatu konsekuensi logis bahwa Undan-undang Dasar 1945 harus
mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan para
penyelenggara negara untuk memelihara moral budi pekerti

kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Hal ini bahwa pelaksanaan Pancasila yang subjektif itu dapat
terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan
kerokhanian yang mewujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu
bentuk kehidupan keharmonisan yang mewujudkan bentuk
kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran wajib hukum

dengan kesadaran wajib moral.
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Sebagai manusia yang hakikat sifat kodratnya adalah sebagai
makhuk individu dan makhluk sosial dalam merealisasikan hakikat
martabat kemanusiaannya senantiasa memerlukan orang lain.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
ditakdirkan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bersuku-
suku serta berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk menjalin suatu
hubungan yang harmonis, menjalin suatu hubungan kemanusiaan
yang positif serta untuk saling mengenal. Dalam pengertian inilah
maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan
interaktif dengan sesama manusia. Keharusan untuk melaksanakan
kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada
setiap warga negara. Adapaun dalam kehidupan kenegaraan sebagai
lembaga kehidupan kemasyarakatan hukum, ikatan kebersamaan
dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum
positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam

batas-batasa moral saja namun juga meliputi wajib hukum.

Berbeda dengan pemenuhan wajib terkandung dalam
pengamalanPancasila secara subjektif, pengamalanPancasila secara
objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki
norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal
ini dimaksudkan agar memiliki daya imperatif secara yuridis.
Walaupun pengamalani objektif tertuang dalam suatu sistem

peraturan  perundang-undangan, namun dalam implementasi
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pelaksanaan Pancasila secara optimal justru ralisasi subjektif yang
memiliki kekuatan daya imperatif moral merupakan suatu prasyarat
bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan
perkataan lain pengamalan subjektif lebih menentukan keberhasilan
pengamalan Pancasila yang objektif dan tidak sebaliknya. Dapat juga
dikatakan bahwa pengamalan secara objektif itu akan berhasil
secara optimal bilamana didukung oleh pengamalan Pancasila secara

subjektif.

Hal ini terbukti dalam sejarah pelaksanaan Pancasila selama ini,
yang dalam kenyataannya tidak mendasarkan pada interpretasi
pelaksanaan Pancasila sebagaimana terkandung dalam penjelasan
pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan bahwa UUD harus
mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan
penyelenggaraan negara untuk memegang dan memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang lahur dan memegang cita-cita rakyat yang
luhur. Pada masa orde lama dengan konsep Nasakom dan demokrasi
terpimpinnya, maka dalam pengertian ini para penyelenggara negara
tidak mendasarkan pada dasar moral rakyat yang luhur bahkan juga

tidak mendasarkan pada wajib hukum kenegaraan

Demikian pula pada masa orde baru dimana penyelenggaraan
negara tidak mendasarkan pada cita-cita moral rakyat yang luhur,
pelaksanaan penyelenggaraan negara dipenuhi dengan KKN serta

memfungsikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik untuk
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mempertahankan kekuasaan, sehingga rakyat banyak yang menderita,
sedangkan pejabat negara berlomba menimbun kekayaan walaupun

seakan-akan memenuhi wajib hukum (Kaelan, 2009).
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